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ABSTRAK 

 

Nama: Siti Nurawaliah, NIM: 141100351, Judul Skripsi: Implementasi 

Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec.Sobang 

Kab.Lebak).  

Hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan sistematis, 

terperinci dan penuh dengan keadilan. Namun berbeda dengan 

masyarakat Desa Sindanglaya, Kec.Sobang Kab. Lebak, mempunyai 

cara tersendiri dalam pembagian harta warisannya. Yaitu dengan 

membagi rata hartanya, tanpa membedakan baik laki-laki maupun 

perempuan, yang penting ada rasa nyaman dan menimbulkan rasa 

keadilan. Bahkan mayoritas dari masyarakat Desa Sindanglaya ini 

membagikan harta waris tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu 

ketika salah satu anggota keluarga mereka sudah ada yang menikah 

maka mereka langsung dapat bagiannya.  

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 

pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam? 

2. Bagaimana Pelaksanaan  pembagian waris di Desa Sindanglaya? dan 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di 

Desa Sindanglaya ? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemahaman 

masyarakat di Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam. 2. Untuk 

mengetahui Pelaksanaan  pembagian waris di Desa Sindanglaya, dan 3. 

Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di 

Desa Sindanglaya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian dengan menggunakan studi lapangan (Field 

Research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Seluruh data yang ada 

dianalisis secara deduktif. 

Kesimpulannya bahwa pemahaman yang terjadi di Desa 

Sindangalaya mengenai hukum waris sangat beragam. Pelaksanaan 

pembagian harta warisan di Desa Sindanglaya dibagikan sebelum 

orangtua meninggal dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara 

anak laki-laki dan perempuan. Pembagian waris di Desa Sindanglaya 

tidak sesuai dengan hukum Islam, Meskipun  dalam pembagiannya 

dilakukan dengan cara musyawarah, dan dibagikan sebelum orang tua 

meninggal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum 

Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai 

kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud 

Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat Allah. 

Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk 

dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah 

merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.  

Islam sebagai sebuah ajaran dan tatanan baru, memperbaiki pola 

kehidupan masyarakat Jahiliyah pada peradaban Arab membawa pengaruh 

besar terhadap kehidupan. Islam hadir sebagai pembawa lentera kehidupan 

tidak hanya mengatur masalah ketuhanan dengan berbasiskan ketauhidan, 

akan tetapi mangatur segala sendi kehidupan yang bertujuan agar nilai 

kemanusiaan tidak terkikis oleh sifat buruk manusia. Dengan demikian, Islam 

sebagai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya dimaknai sebagai jalan 

kehidupan untuk menemukan jalan kebahagiaan dan kesejatian hidup baik di 

dunia dan akhirat. 

Manusia lazimnya sebagai makhluk yang bersifat fana tentu akan 

mengalami peristiwa hukum dalam hidup yaitu kematian. Dengan peristiwa 

ini, manusia akan meninggalkan segala hal yang bersifat keduniaan, baik 

meninggalkan handai tolan, kerabat, saudara, pekerjaan, dan harta materiil 

yang dimiliki. Oleh karena itu, peristiwa hukum (kematian) seseorang 

menjadi sebuah kewajaran apabila setelah meninggalnya timbul permasalahan 

terhadap harta yang ditinggalkan. Tidak jarang terjadi persengketaan antar 

keluarga akibat perselisihan tentang siapa yang paling berhak atas semua harta 
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milik si mati (pewaris) dalam keluarga, dan disinilah letak urgensi aturan 

hukum Islam tentang harta peninggalan harus diterapkan. 

Hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan hak yang obyeknya 

berwujud maupun tidak berwujud dari seorang (pewaris) terhadap seseorang 

ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, 

pelaksanaan praktek pembagian harta waris Islam bukan merupakan sesuatu 

yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, diatur dalam 

AlQur‟an untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya. 

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang 

ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang 

timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang 

berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara 

mendapatkannya.  

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan 

dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih 

memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat 

merinci disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya.
1
 

Umat Islam dianjurkan untuk menjalankan aturan yang ditetapkan 

Islam sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah SWT. Aturan 

tentang penyelesaian warisan disampaikan kepada umat untuk dijalankan dan 

dipatuhi oleh mereka. Di antara aturan Islam itu ada yang memang sejalan 

dengan apa yang selama ini mereka ikuti, sehinnga tidak sulit bagi mereka 

untuk meninggalkan yang lama untuk mengikuti aturan yang baru. 

Namun sebagian di antara aturan yang baru itu berbeda bukan 

bertentangan dengan aturan yang telah biasa mereka jalankan, sehingga dalam 

menjalankan aturan baru, mereka menghadapi suatu kesulitan dalam 

                                                             
1
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana,2004), h.3.  
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penyesuaian. Namun karena yang baru merupakan aturan agama yang harus 

mereka patuhi, maka mereka dalam keadaan apapun harus mematuhinya. 

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah termasuk faraidh, diturunkan Allah 

untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum 

disebut “ kemaslahatan Umat” baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk 

manusia atau menghindarkan mudharat dari manusia. 

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur‟an 

adalah kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang 

pokok.
2
 Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang 

terdapat dalam al-Qur‟an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk 

praktek faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus 

kelihatan dalam system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa 

disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam 

usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yag 

meninggal dunia. Di beberapa Negara berpenduduk mayoritas beragama 

Islam faraid telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang 

berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga Negara beragama Islam, 

tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa Negara hukum tersebut 

telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.  

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam 

dimana saja di dunia ini, baik yang berada di suatu daerah tersebut 

memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri.
3
 Akan 

tetapi sampai saat ini Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara 

nasional yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam 

                                                             
2
Ali Parman, Kewarisan dalam Al‟qur‟an, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,1995), h.1.  
3
 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2002), h.1. 
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hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam system 

pewarisan yaitu system hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sitem 

kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. 

Ketiga system ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa 

hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana 

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.
4
 

Pada umumnya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-

orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarga. Penyelesaian 

melalui musyawarah keluarga ini merupakan cara penyelesaian yang paling 

banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia.   

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menerapkan hukum  

Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan 

kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam memilki 

kemajuan yang pesat. Dan selalu mengikuti zaman guna untuk kemaslahatan 

umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.  

Asas hukum dalam pewarisan Islam memandang perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan. Dimana ahli waris laki-laki mendapat dua bagian 

dan perempuam mendapat satu bagian atau bisa di sebut dengan istilah 

“ Sapikul Sagendong “. Sehingga sering terjadi perdebatan yang kadang kala 

                                                             
4
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Adat, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h.1. 
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menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Pembagian warisan 

menurut hukum Islam itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk 

masyarakat Indonesia, dapat dilihat di antara banyaknya penyimpangan 

ketentuan tersebut, tidak saja oleh masyarakat awam dalam ilmu agama, tetapi 

juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum Faraidh  Islam, 

tetapi tidak dikatakan melanggar  ajaran hukum Islam tersebut, banyak ulama 

menggunakan Hibah. Mumpung masih hidup mereka membagikan harta 

kepada putra putrinya sebgai hibah, masing-masing mendapatkan yang sama 

besar tanpa diskriminasi jenis kelamin. Satu hal yang tampaknya kurang 

disadari oleh para ulama tersebut adalah dengan membagi kekayaan kepada 

putra ptri mereka semasa mereka masi hidup itu secara tidak langsung mereka 

tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraidh Islam.  

Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui 

persamaan antara pria dan wanita, dan dimana peranan kaum wanita hampir 

setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dalam hukum 

kewarisan justru dibedakan : anak perempuan hanya dapat separuh dari yang 

diterima oleh anak laki-laki. 

Semua itu tidak akan terjadi jika adanya penegtahuan dan pemahaman 

tentang hukum waris Islam itu sendiri. Sehingga mereka semua beranggapan 

bahwa pembagian harta waris menggunakan hukum waris Islam itu tidak 

mencerminkan keadilan. Sesungguhnya dalam al-quran pun ditegaskan 

mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syari‟at hukum Islam, 

yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa/4:11-12. 

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas tentang pembagian harta 

warisan yang sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam al-qur‟an 

kemudian dimasukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun berbeda dengan 

masyarakat Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, 

mempunyai cara tersendri dalam pembagian harta warisnya. Yaitu dengan 

membagi rata hartanya, tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, 
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Yang penting ada rasa nyaman dan menimbulkan rasa keadilan. Bahkan 

mayoritas dari masyarakat Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten 

Lebak ini membagikan harta waris tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu 

ketika salah satu anggota keluarga mereka sudah ada yang menikah maka 

mereka langsung dapat bagiannya. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis tertarik mengambil masalah ini ke dalam penelitian 

yang berjudul “IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi di 

Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak).‟‟ 

B. Fokus Penelitian  

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik pelaksanaan pembagian waris di 

Desa Sindanglaya. 

2. Alasan ilmiah penulis mengambil penelitian di Desa Sindanglaya 

karena pembagian warisnya dibagikan ketika orang tua masih hidup 

kepada anaknya yang menikah terlebih dahulu.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan 

Sobang tentang Hukum waris Islam? 

2. Bagaimana Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa 

Sindanglaya ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Sindanglaya 

tentang hukum waris Islam 

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembagian  waris di Desa Sindanglaya 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap pembagian 

waris di Desa Sindanglaya 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penecerahan dan juga sebagai wacana bagi masyarakat serta 

menambah khazanah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu 

kewarisan bagi masyarakat, khusunya masyarakat Desa Sindanglaya, 

kec. Sobang Kab. Lebak yang berkaitan dengan masalah kewarisan 

menurut hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu kewarisan, khususnya yang terkait dengan 

permasalahan harta waris.  

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya, mengenai hukum waris. Salah satu peneliti terdahulu tersebut 

dilakukan oleh Syirajudin, dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan 

Pewarisan yang digugat oleh Pewaris Pengganti (studi putusan No.39/Pdt.G 

2012 P.A. Cilegon). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana 

pelaksanaan pewarisan dengan gugatan ahli waris pengganti terhadap 

orangtua dengan pertimbangan amar putusan (No.39/Pdt.G.2012). 

Di dalam skripsi saudara Choiru Riziqin disinggung tentang hukum 

waris yang berjudul “ Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum 

Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dalam skripsi saudara 

Choiru Rozikin ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana persepsi 

masyarakat tentang pembagian hukum waris Islam. Yang mana dalam 

pembagian hukum waris di daerah tersebut itu terbagi dalam dua persepsi. 

Ada yang disebut golongan atas yang lebih mengetahui dan memahami tentng 

hukum waris Islam maka mereka meyakininya. Dan ada juga golongan bawah 

yang kurang bahkan tidak menegtahui dan memahami tentang hukum waris 

Islam, maka mereka meyakini hukum waris Adat. 

Di dalam skripsi saudara Achmad Fachmi Ramadhan juga disinggung 

tentang hukum waris yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di 
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Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan”. Dalam 

skripsi Achmad Fachmi Ramadhan yang menjadi permasalahannya adalah 

bagaimana pembagian waris dan sikap masyarakat terhadap pembagian waris 

adat mereka. Yang mana dalam pembagian waris yang terjadi di 

perkampungan budaya betawi berbeda dengan ajaran hukum Islam. Dengan 

alasan lebih baik berbuat keadilan. 

G. Kerangka Pemikiran 

Secara etimologi kata “faraidh” yang merupakan jama‟ (plural) dari 

“faraidh” dengan makna maf‟ul (objek) “mafrud” berarti sesuatu yang 

ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang 

jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan sunnah Nabi.” 

Allah SWT. Menetapkan hak kewarisan dalam Al-Quran dengan 

angka yang pasti yaitu ½, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, dan menyebutkan pula 

orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. 

Ada beberapa dalam Al-Qur‟an yang langsung atau tidak langsung 

berkenaan dengan kewarisan seperti surah al-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33, 

dan 176 dan surah al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung dengan furudh 

atau faraidh (rincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam surah al-Nisa 

yaitu ayat 11, 12, dan 176. 

QS. An-Nisa: 11:   

ًُُ وۡلَ ُُٱلَلُُُّئُصِيكُ
َ

ُأ ُفِِٓ ُحَظِّ ٌِرۡوُ ُ ُللَِذنَرِ ۡۖ ًۡ نُدِكُ ُثَيَيِۡ
ُ
قَُُٱلۡۡ ۡٔ ُفَ ُنسَِاءٓٗ ََ ُكُ نِ فإَ

ُُٱذنَۡخَيُِۡ ا َٓ ُفيََ ُوَ حِدَةٗ ُكََُجَۡ ُوَإِن ۡۖ حرََكَ ُ ا ٌَ ُ ُذيُُرَا ََ ُٓ لصِّۡفُُ فَيَ ُُٱ ِ
ُىكُِّ ِ يّۡ َٔ َ ة

َ
وَلِۡ

ُ ا ٍَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ُ دُسُُوَ حِدٖ حرََُُٱلسُّ ُ ا ٍَ ُلَُُُكَُمِ ُكََنَ ُُِۥإنِ ُفَإ ُلَُُوَلَد  يكََُ ُ ًۡ ُىَ ُُۥن وَلَد
ُُّ َ ُُُٓۥوَوَرذِ ِ ّ ِ ٌّ ُ

ُفَلِِ اهُ َٔ َ ة
َ

ُلَُُُٱلثُّيدُُُ أ ُكََنَ ُُُٓۥفَإنِ ِ ّ ِ ٌّ ُ
ُفَلِِ د ة َٔ دُسُُ إخِۡ ُبَعۡدُُِٱلسُّ َۢ ٌِ

يُُّ
َ

ُأ حدَۡرُونَ ُ ُلََ ًۡ اؤٓكُُ َِ بۡ
َ

ُوَأ ًۡ ُءَاةاَؤٓكُُ ٍۗ ٍَ ۡ ي ُدَ وۡ
َ

ُٓأ ا َٓ ِ ُة ئُصِِ ُ ًُۡوَصِيَثٖ ُُُٓ ًۡ كُ ُىَ كۡرَبُ
َ

أ
ُ ََ ِ ٌّ فرَِيضَثُٗ  ُ هُِنَفۡعٗا اُُٱلَلَُّإنَُُِٱلَلّ ٍٗ اُحَهِي ًٍ ١١ُُكََنَُعَييِ
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Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-

pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang 

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 

Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.5
 

  
Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal: 

Pertama hak anak laki-laki dan anak perempuan, dengan atura anak 

perempuan tunggal saja medapat ½, anak perempuan lebih dari dua orang 

mendapat 2/3, anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan 

bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak 

perempuan.  

Kedua hak ibu dan ayah, ibu dan ayah masing-masing menerima 1/6 

bila pewaris meninggalkan anak, ibu menerima 1/3 bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, ibu menerima 1/6 bila pewaris tidak meninggalkan anak 

namu memiliki beberapa orang saudara.  

Ketiga, ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam 

kedudukan yang sama.  

QS. An-Nisa: 12:  

                                                             
5
 Yayasan Penyelenggaraan, Al-Qur‟an & Terjemahnya, (Bandung: PT. 

Syamil Cipta Media,2005)  h. 80 
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ُُإذُِۡ ُإلََِ مَ ُرَبُّ ئهَُِئُحِِ لََٰٓ ٍَ ۡ ُُْثُِٱل أ ُػَرَبّخُِ ًۡ عَكُ ٌَ ُ نِّّ
َ

ََُأ ي ُُٱلََِّ  ْ أ ُِ ٌَ ءَا
ُ ُكُئُبِ ُفِِ ىۡقِِ

ُ
ََُسَأ ي ُُٱلََِّ ْ لرُّعۡبَُكَفَرُوا ُْفَُُٱ أ بُ ُُٱضِۡۡ قَ ۡٔ فَ

اقُِ َِ عۡ
َ
ُْوَُُٱلۡۡ أ بُ انُُٖٱضِۡۡ َِ ُبَ ُكَُُ ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ١٢ُُ
    

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika siteri-

isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istreri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tudak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 

wasiat yang kamu buat atau (dan) sesdudah dibayar utang-utangmu. 

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha Menegtahui lahi Maha Penyayang.6 

 
Ayat 12 berbicara tentang dua hal: 

Pertama hak kewarisan suami atau istri, suami yang kematian 

istri menerima hak ½ bila istrinya tidak ada meninggalkan anak, dan 

¼ kalau istrinya ada meninggalkan anak. Istri yang kematian suami 

menerima ¼ bila suaminya tidak ada meninggalkan anak dan 1/8 jika 

sang suami meninggalkan anak.  

Kedua hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalh, bila 

saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak 

1/6, bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat 1/3.  

                                                             
6
 Yayasan Penyelenggaraan, Al-Qur‟an & Terjemahnya,............, h. 81 
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Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Qur‟an 

dan Al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yng ada dalam 

nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukan 

petunjuk yang pasti (dalalah qath‟iy). Namun dalam kenyataannya, 

masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara 

perdamaian.  

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara 

damai dalam Pasal 183 yang meyatakan: “para ahli waris dapat 

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah 

masing-masing menyadari bagiannya.” 

Meminjam bahasa ushul fiqh, kebiasaan yang terjadi 

berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, 

disebut dengan urf. Kata lain yang searti dengan „urf,‟adat artinya 

kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu 

tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. 

Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang 

baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan, seperti jual 

beli inden. Jual beli inden secara umum (hukum kully) tidak 

dibenarkan, karena termauk jual beli yang barangnya tidak ada (ba‟i 

al-ma‟dum). Tetapi karena kebiasaan ini terjadi berulang-ulang dan 

tidak ada pihak yang dirugikan, maka dianggap sebagai ketentuan 

hukum.  

Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:  

مَتُ   انعَادَةُ مُحَكَّ

“adat (dipertimbangkan di dalam) ketetapan hukum”.
7
 

                                                             
7
 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2006), h.38. 
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Kebiasaan seperti ini menjadi kelaziman dalam formulassi 

hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang 

tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan pendekatan deskriptif/kualitatif.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. 

Lebak-Banten 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik 

berikut: 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara penulis dan respoden. 

Adapun pihak yang di wawancarai adalah Tokoh Masyarakat dan 

beberapa keluarga di Desa Sindanglaya. Metode ini dipakai untuk 

memperoleh pandangan masyarakat di Desa Sindanglaya tentang 

Implementasi Hukum Kewarisan Islam. 

b. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan 

mengadakan pengamatan dan dicatat yang sistematis tentang 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Yaitu dengan cara terjun 

langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi 

mengenai apa yang akan diteliti. Disini penulis akan mencari 

informasi-informasi yang akan diwawancarai untuk diminta 

pendapat dari mereka tentang bagaimana penerapan hukum 

kewarisan Islam di dalamnya.  
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c. Dokumentasi Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan 

cara memperoleh dokumentasi tentang Desa Sindanglaya dari 

lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibuat ini.  

4. Pengolahan Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis analisis 

kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu menyajikan data yang bersifat umum untuk 

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Deduktif, yaitu menyajikan data yang bersifat khusus untuk 

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

5. Pedoman Penulisan 

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku 

“pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017.” 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun 

dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematisnya berikut. 

Bab satu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, kondisi objektif Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak, meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan 

Kondisi Sosiologis 

Bab ketiga, tinjauan umum hukum kewarisan Islam meliputi 

pengertian kewarisan dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat 

kewarisan, sebab penghalang menerima waris dan macam-macam ahli waris, 

pembagian para ahli waris.  
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Bab keempat pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya 

meliputi pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris, Pelaksanaan 

pembagian waris di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kab.Lebak, dan 

Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya.  

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran 
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BAB II 

KONDISI OBJEKTIF DESA SINDANGLAYA  

A. Kondisi Geografis 

Desa Sindanglaya merupakan desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, dilihat dari segala 

keterbatasan yang ada Desa Sindanglaya merupakan salah satu desa 

yang sudah berkembang dibandingkan dengan beberapa desa lain 

yang ada di wilayah Kecamatan Sobang. 

Sekilas Desa Sindanglaya merupakan Desa yang cukup unik 

dan menarik. Desa Sindanglaya ini masih kental terhadap tradisi 

adat istiadat, masih banyak upacara-upacara adat yang sering 

dilakukan di setiap tahunnya seperti adanya upacara adat dalam 

bercocok tanam dan masih banyak lagi upacara adat yang sering 

dilakukan. Desa Sindanglaya mayoritas bahkan hampir semua 

menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari. 

Kondisi geografis Desa Sindanglaya adalah dataran tinggi yang 

mana Desa ini berada di lereng gunung dan bukit. Oleh karenanya 

sudah barang tentu sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah bergelut dalam bidang pertanian lantaran kondisinya yang 

cukup menunjang. 
8
 

Desa Sindanglaya ini terletak 0,2 KM dari pusat pemerintahan 

Kecamatan Sobang, 62 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten 

Lebak dan 120 KM dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi 

Banten. Secara administratif desa Sindanglaya mempunyai latar 

                                                             
8
 Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada 

tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB 
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belakang wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa di 

sekitarnya, antara lain :  

a. Sebelah Utara  : Desa Hariang  

b. Sebelah Selatan : Desa Cirompang 

     Desa Citorek Barat  

c. Sebelah Barat : Desa Sukajaya 

  Desa Sinarjaya 

d. Sebelah Timur : Desa Sukaresmi 

Desa Sindanglaya pada dasarnya desa yang mempunyai potensi 

yang besar untuk maju dan mandiri, hal itu dapat dilihat dari 

kondisi geografisnya  yang sangat menunjang. Luas wilayah dari 

Desa tersebut adalah 1.189,264 Ha. Yang terdiri dari persawahan, 

pekarangan dan perkebunan.  

Letak desa Sindanglaya memang kurang begitu strategis, hal 

tersebut karena untuk dapat masuk ke desa tersebut harus melewati 

kondisi jalan yang naik turun, dan jalan yang rusak, terlebih lagi 

kalau ingin masuk ke beberapa perkampungan yang ada disana 

seperti kampung Pasir Eurih, Hegarsari, Babakan Polsek, dan 

beberapa kampung lainnya yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan 

roda empat (mobil). Jarak dari Desa Sindanglaya ke kantor 

Kecamatan sejauh 0,2 KM, sedangkan jarak ke pusat Kabupaten 62 

KM, dan jarak ke Ibu kota Provinsi adalah 120 KM.
9
 

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang secara keseluruhan 

memiliki luas wilayah 1.189,264 Ha, yang terbagi ke dalam 

beberapa kampung, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
9
 Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada 

tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB. 
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1. Kampung Pasir Eurih 

2. Kampung Sobang 

3. Kampung Cibece 

4. Kampung Sindanglaya 

5. Kampung Sindanglayung 

6. Kampung Selagunung 

7. Kampung Cisatong 

8. Kampung Hegarsari 

9. Kampung Sigoyot 

10. Kampung Cibeas 

11. Kampung Babakan Polsek 

12. Kampung Sinarjaya  

 

Dengan kondisi perkampungan seperti ini, Desa Sindanglaya 

sebetulnya mempunyai potensi yang besar untuk lebih berkembang 

lagi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayahnya yang cukup luas dan 

sangat potensial apalagi dengan keadaan lingkungan yang masih 

asri.
10

 

Untuk dapat melihat lebih rinci luas area Desa Sindanglaya, 

seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:  

Tabel I 

Luas Area Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang
11

 

NO              Potensi tanah Luas 

1 Pemukiman 37.038 Ha 

                                                             
10

 Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada 

tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB 
11

 Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017. 
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2 Persawahan 204.181 Ha 

3 Perkebunan SPPT 293.941 Ha 

4 Luas Kuburan 1.162 Ha 

5 Lumbung Padi 0.662 Ha 

6 Tanah Adat 0.922 Ha 

7 Gn.Bongkok 260.6 00 Ha 

8 Hutan Garapan 390.758 Ha 

 

 Jumlah 1.189264 

 

Data di atas menunjukkan bahwa di Desa Sindanglaya hutan 

garapan lebih luas daripada jumlah area yang lainnya. Luas hutan 

yang ada dipergunakan sebagai salah satu tempat mata pencaharian 

masyarakat Desa Sindanglaya yang mayoritasnya sebagai petani 

sadap gula aren. 

 

B. Kondisi Demografis 

Penduduk Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang berjumlah 

30.58 jiwa yang terdiri dari 1.532 jiwa laki-laki dan perempuan 

berjumlah 1.526 jiwa dari 956 kepala keluarga (KK). Secara 

administratif Desa Sindanglaya terbagi atas 12 kampung, 10 Rukun 

Tangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini:   
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Tabel II 

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
12

 

No Umur  Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-15 259 303 562  

2 16-31 499 460 959 

3 32-47 363 321 684 

4 48-63 263 255 518 

5 64-75 148 187 335 

 Jumlah 1.532 1.526 3.058 

 

Dilihat dari Tabel di atas, jumlah usia 16 s/d 31 tahun lebih 

banyak bila dibandingkan dengan usia yang lainnya. Oleh 

karenanya desa Sindanglaya mempunyai warga yang memiliki usia 

produktif untuk membangun desanya. Keadaan penduduk pada 

masing-masing Rukun Warga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

Tabel III 

Desa Sindanglaya Berdasarkan Tingkat RT dan RW.
13

 

 

No Nama Kampung RT RW 

1 Pasir Eurih 01 02 

                                                             
12

 Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2016-2017. 
13

 Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2018. 



 

20 

 

2 Cibeas 02  

3 Cibece 03 05 

4 Sindanglaya  04  

5 Sindanglayung  05 01 

6 Selagunung  06  

7 Cisatong 06  

8 Cigoyot 07 03 

9 Babakan polsek 08  

10 Sobang 08 04 

11 Sinarjaya 09  

12 Hegarsari 10  

 

Bila ditinjau dari mata pencahariannya adalah sebagaimana 

terlihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel IV 

Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
14

  

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1702 

2 Buruh Tani 802 

3 Pegawai Negeri Sipil 12 

4 Pengrajin Industri Rumah Tangga 5 

                                                             
14

 Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017. 
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5 Perawat Swasta 3 

6 Pembantu Rumah Tangga - 

7 Karyawan Perusahaan Swasta - 

8 Karyawan Perusahaan Pemerintah - 

9 Guru Swasta 5 

10 Pedagang  13 

11 Buruh  306 

12 Tidak /Belum bekerja 210 

        

Bila dilihat dari tabel di atas, klasifikasi penduduk menurut 

mata pencahariannya tersebut terlihat bahwa mayoritas dari 

masyarakat Sindanglaya adalah beraktivitas atau berprofesi sebagai 

petani. 

Bila dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Sindanglaya, 

memang tergolong masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah . 

Walaupun demikian, hampir semua warga Desa Sindanglaya sudah 

bisa membaca dan menulis. 

Bila dilihat dari segi pendidikannya, masyarakat desa 

Sindanglaya tergolong masyarakat yang memang masih mayoritas 

berpendidikan rendah. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut 

tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 
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Tabel V 

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
15

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 263 

2 Sekolah Dasar 

(SD)/Sederajat 

1.211 

3 SMP/ MTS/ Sederajat 998 

4 SMU/ MA/ Sederajat 324 

5 Serjana  39 

6 Pasca Serjana 2 

7 Tidak /Belum Sekolah 221 

 

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak masih tergolong 

masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Hal 

tersebut terjadi lantaran adanya berbagai macam anggapan dari 

masyarakat, banyak masyarakat yang menganggap bahwa 

pendidikan tinggi tidaklah dapat menjamin seseorang akan dapat 

hidup sejahtera, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana 

seseorang mau bekerja keras dan berusaha, “tidak mesti harus 

berpendidikan tinggi”. Ungkapan itulah yang sering dijumpai di 

masyarakat jika ditanya tentang pendidikan.  

Adapun Lembaga-lembaga baik yang umum maupun yang 

khusus yang berada di wilayah Desa Sindanglaya di antaranya 

adalah Taman Kanak-kanak, gedung sekolah dasar, SMP, SMA, 

                                                             
15

 Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017. 
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selain itu juga lembaga non formal seperti pondok pesantren, serta 

kantor Kelurahan/Desa Sindanglaya. Desa Sindanglaya juga 

termasuk Desa yang paling dekat dengan Ibukota Kecamatan 

Sobang. 

 

C. Kondisi Sosiologis 

Sebagaimana kehidupan di Desa lain pada umumnya, Desa 

Sindanglaya Kecamatan Sobang ini nampaknya tidak jauh berbeda 

dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di desa-desa lain.  

Dalam kesehariannya, hubungan antarwarga yang satu dengan 

yang lainnya masih relatif erat dan senantiasa saling membutuhkan 

satu sama lain. Suasana kebersamaan yang sampai saat ini masih 

terasa di tengah-tengah masyarakat Sindanglaya adalah seperti 

halnya gotong royong, baik gotong royong membangun tempat 

ibadah, maupun berbagai macam kegiatan yang bersifat 

kebersamaan dalam masyarakat masih berjalan cukup erat dengan 

semangat kebersamaan.
16

 

Kondisi sosiologis ini meliputi bidang: Keagamaan, Pendidikan, 

Kesehatan, Ekonomi, dan Kebudayaan. 

1. Bidang Keagamaan 

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak 

terdiri atas 12 kampung, yang berpenduduk sebanyak 3058 jiwa. 

Warga Sindanglaya 100% beragama Islam. Dari semua 

penduduk yang ada, dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa 

Sindanglaya tergolong masyarakat yang taat dalam menjalankan 
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 Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada 

tanggal 27 April 2018, pukul 14.30 WIB 
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aktivitas keagamaan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai 

petani mereka masih antusias untuk menyempatkan waktunya 

untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Bentuk ketaatan kepada 

ajaran agama bisa terlihat dari berbagai aktivitas keagamaan. 

Sebagai Desa yag mayoritas beragama Islam, Desa 

Sindanglaya masih dapat mempertahankan identitasnya sebagai 

desa yang kuat dengan nuansa keagamaannya. Hal tersebut 

dapat terlihat seperti masih adanya antusias warga dengan 

kegiatan-kegiatan seperti Qosidah yang identik dengan 

kebudayaan Islam.  

Hal tersebut dapat dilihat dari kesehariannya sebagai orang 

yang beragama Islam selalu melaksanakan shalat lima waktu, 

pengajian ibu-ibu, membaca Al-qur‟an atau ritual lainnya. 

Acara-acara perayaan atau peringatan hari besar Islam juga 

menjadi ajang yang tidak terlewatkan sebagai refleksi kecintaan 

penduduk terhadap agama Islam.
17

 

Jumlah bangunan yang memfresentasikan nuansa 

keagamaan penduduk walaupun tidak sepenuhnya begitu seperti 

musola, majelis taklim, cukup banyak bertebaran di setiap 

kampung yang berada di kawasan Desa Sindanglaya. Di setiap 

kampung hampir dapat dipastikan ada sebuah mushola dan 

majelis taklim sebagai tempat pengembangan keagamaan. 

Ada hal yang menarik pada masyarakat Desa Sindanglaya, 

walaupun kita sudah mempunyai Bahasa pemersatu (Bahsa 

Indonesia), namun tidak sedikit warga yang belum menguasai 
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 Wawancara dengan bapak Isra, desa Sindanglaya, Pada tanggal 28 April 

2018, pukul 16.00 WIB 
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Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masyarakat lebih 

senang dan terlihat akrab apabila kita berbicara sesuai dengan 

Bahasa mereka sehari-hari, yaitu Bahasa Sunda.   

 

2. Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang 

saat ini lagi betul-betul digalakan untuk mencapai sebuah 

pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing. 

Dilihat dari tingkat pendidikannya, warga Desa Sindanglaya 

tregolong warga yang berpendidikan mayoritas hanya lulusan 

sekolah Dasar (SD), hal tersebut dikarnakan masyarakat hanya 

mengandalkan penghasilan sebagai petani dan buruh tani, jadi 

mereka cukup kesulitan kalau mereka harus meneruskan ke 

jenjang selanjutnya. Sealin itu, berdasarkan informasi yang di 

dapat dari kantor Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, bahwa 

di Desa Sindanglaya tersebut banyak warga yang putus sekolah, 

hal ini menunjukan bahwa warga Sindanglaya enggan untuk 

melanjutkan sekolah. 

Selain adanya pendidikan formal, di Desa Sindanglaya juga 

telah di selenggarakan sekolah kejar paket A untuk 

menyetarakan pendidikan masyarakat dimana hal tersebut juga 

merupakan salah satu program dari pemerintah. Selain itu, ada 

hal yang nampaknya tidak kalah pentingnya bagi dunia 

pendidikan yaitu adanya Pondok Pesantren yang mampuh 

mewarnai berbagai macam pendidikan yang ada. Kehadiran 

pesantren merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang 

ingin menuntut Ilmu. 
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3. Bidang Kesehatan 

Dilihat dari segi kesehtannya, masyarakat Sindanglaya 

memang terlihat seperti warga yang tanpa ada persoalan 

kesehatan, tapi kalau harus diamati akan terlihat bahwa mereka 

masih minim akan pengetahuan tentang kesehatan seperti masih 

banyak ibu-ibu yang melahirkan dengan dukun beranak 

ketimbang dengan bidan yang ada di puskesmas padahal jarak 

ke puskesmas tergolong sangat dekat. Setelah kita konfirmasi 

kepada beberapa masyarakat dan bidan setempat ternyata 

penyebabnya adalah masih kentalnya kepercayaan masyarakat 

akan adat atau tetua jaman dulu. 

Warga Desa Sindanglaya memang cukup kental terhadap 

adat istiadat, bukan hanya dibidang kesehatan dalam bidang 

pertanian atau kebudayaannya pun sangat kental terhadap adat 

yang ada di Desa tersebut, seperti masih adanya ritual upacara 

setelah padi berbuah yang biasa di selenggarakan di rumah 

kesepuhan.
18

 

4. Bidang Ekonomi 

Dari sisi ekonomi, Desa Sindanglaya memang tergolong 

masyarakat yang sepertinya masuk dalam kategori masyarakat 

yang memiliki tingkat ekonomi relative lemah, sebab dilihat 

dari kehidupan sehari-harinya, mereka hanya masih 

mengandalkan dari hasil pertanian yang relatif masih belum  

maju. Begitu juga dalam hal pemerataan ekonomi, masyarakat 

Desa Sindanglaya tidak dapat dikatakan masayarakat yang 
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 Wawancara dengan bapak Isra, desa Sindanglaya, Pada tanggal 28 April 

2018, pukul 16.00 WIB 
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merata perekonomiannya, hal itu dapat dilihat dari situs sosial 

di masyarakat nya yang berbeda-beda meski sama-sama sebagai 

seorang petani. Karena tidak sedikit warga yang hanya sebatas 

menjadi buruh tani pada orang tertentu.  

Banyak hasil pertanian di Desa Sindanglaya ini yang sampai 

dijual ke berbagai daerah khususnya Banten. Seperti gula aren, 

kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Beberapa hasil bumi 

tersebut tentu saja merupakan sumber utama penghasilan bagi 

warga Sindanglaya. Namun demikian, kondisi jalan yang sempit, 

naik turun dan berlubang nampaknya menjadi kendala bagi 

masyarakat, sehingga dapat menghambat arus transportasi 

barang yang akan dikirim atau disalurkan keberbaagai daerah. 

Selain mengandalkan dari bidang pertanian, ada beberapa 

penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, petukang, dan 

buruh tambang emas. Para pedagang-pedagang tersebut, pada 

umumnya hanya sebatas menjual dari hasil pertanian atau 

perkebunan mereka keliling-keliling kampung sekitar, ada juga 

yang dibawa langsung ke pasar itu hanya sebatas gula aren, 

sisanya hanya dijual di daerah sekitar. Di samping itu ada juga 

warga yang membuka warung-warung kecil atau kios yang 

menjual kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. 

Mungkin, andai saja pemerintahan bisa memberikan 

perhatian yang lebih terhadap desa Sindanglaya ini, tidak 

menutup kemungkinan, dalam jangka waktu satu tahun atau dua 

tahun yang akan datang Desa tersebut bisa menjadi desa yang 

mandiri yang dapat menghasilkan hasil pangan paling tidak 

untuk warga Sindanglaya itu sendiri. Sehingga jangan sampai 
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adalagi warga miskin yang berada di desa yang sedang 

berkembang tersebut. Hal tersebut sangatlah mungkin, karena 

desa Sindanglaya merupakan desa yang sangat potensial untuk 

pertanian.  

5. Bidang kebudayaan 

Di Desa Sindanglaya, bila dilihat dari sektor budaya yakni 

masih terdapat kebudayaan lama yang masih dipertahankan 

salah satunya yaitu acara syukuran setelah selesainya panen, 

namun masyarakat biasa menyebutnya dengan Seren tahun. 

Seren tahun ini merupakan acara turun-temurun dan merupakan 

adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa 

Sindanglaya.  

Adapun seren tahun tersebut dilakukan 1 kali dalam satu 

Tahun, pelaksanaan seren tahun tersebut dilakukan oleh 

masyarakat desa Sindanglaya dengan cara ziarah bersama di 

makam keramat yang ada di desa tersebut setelah itu baru 

masayrakat desa Sindanglaya ziarah ke makam keluarga 

masing-masing seperti lebaran bahkan lebih rame dari hari raya 

Idhul Fitri, selain itu mereka harus membawa makanan atau 

nasi bakul untuk dibawa ke rumah sesepuh atau rumah adat 

untuk dimakan bersama dilanjut dengan hiburan bersama 

dengan menampilkan berbagai seni tradisional salah satunya 

angklung. Acara tersebut dipercaya oleh penduduk setempat 

sebagai rasa syukur masyarakat setelah panen.
19
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BAB III 

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM 

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan 

1. Pengertian Waris 

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah faraidh. 

Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata 

fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).
20

 

Fardu dalam Al-Qur‟an mengandung beberapa pengertian yaitu 

ketetapan, kewajiban. 

Hukum waris Islam dalam Bahasa Arab dinamakan ilmu 

Faraidh, yang berarti ilmu ”pembagian”. Lebih jelasnya, faraidh adalah 

suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta peninggalan 

dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya.
21

 

Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai 

berikut. 

a. Penentuan bagian bagi ahli waris 

b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat 

Islam 

c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta 

mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib 

dimiliki oleh orang yang berhak. 
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 Amin Husen Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif 

Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), 
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 Saifudin Arief. Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan 
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Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan –ketentuan harta 

pusaka bagi ahli waris. 

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraidh ini disebut 

dengan “Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur 

tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang 

meninggal dunia.
22

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI). 
23

 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa fardh adalah 

bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk warits pada harta 

peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma‟. Hasanain 

Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa pengertian fardh adalah 

“ Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara‟ untuk para ahli 

waris dalam menerima harta warisan. Sedangkan ta‟shib atau „ashabah 

adalah “ Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), 

seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian 

ashabul-furudh.
24
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2. Dasar Hukum Kewarisan 

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam 

menetapkan atau memecahkan suatu masalah hukum adalah al-Qur‟an, 

al-Sunnah, dan ijtihad (fardi atau jama‟i). apabila suatu masalah 

belum/tidak ada dasar hukumnya dalam al-Qur‟an, maka ditetapkan 

berdasarkan al-Sunnah. Apabila dalam al-Sunnah pun tidak 

diketemukan, maka ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad.  

Di dalam Al-Qur‟an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan 

pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam 

Al-Qur‟an atau al-Hadis dengan nas yang sarih, maka hukum 

melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil yang 

menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana qaidah ushul fiqh.
25

  

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian 

warisan adalah: 

a. Sumber Al-Qur‟an 

Al-qur‟an adalah wahyu Allah Swt., merupakan 

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw., berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman 

hidup bagi pemeluk Islam. Al-Qur‟an menjelaskan 

ketentuaan-ketentuan pembagian warisan secara jelas 

antara lain: 
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1) QS An-Nisa [4]:7: 

لُِ ُُىّيِرجَِّا ُحرََكَ ا ٍَ مِّ ُ انُُِصَِيبد وَ لَِ رَبُٔنَُوَُُٱىۡ كۡ
َ
يِنّسَِاءُُِٓٱلۡۡ ُُوَل ُصَِيبد

ُ ُحرََكَ ا ٍَ نُِمِّ ا وَ لَِ كۡرَبُٔنَُوَُُٱىۡ
َ
ُُٱلۡۡ ا ُُصَِيتٗ ثَُ  ُنَ وۡ

َ
ُأ ُّ ِۡ ٌِ ُ وَ ُكَ ا ٍَ مِ

اُ فۡرُوضٗ ٌَ٧ُ 

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi 

orang wanita ada hak bagian (pula) harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit 

atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 

(QS. An-Nisa:7).
26

 

 

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa 

memonopoli dalam pengambilan harta warisan. 

Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian 

sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, 

bapak atau kerabat. Maka Al-Qur‟an mengubah 

system yang cenderung menindas kaum lemah ini. 

Ayat 7 surat An-Nisa [4] di atas menetapkan bahwa 

semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta 

warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, 

walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara 

satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung 

jawab masing-masing.
27
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2) QS An-Nisa [4]:11: 

ًُُ ُُٱلَلُُُّئُصِيكُ ظِّ ُحَ رۡوُ ٌِ ُ رِ ُللَِذنَ ۡۖ ًۡ وۡلَ دِكُ
َ

ُأ نُفِِٓ يِۡ ثَيَ ُ
ُ
ُُٱلۡۡ ََ ُكُ فإَنِ

ُ قَ ۡٔ ُفَ يُِۡنسَِاءٓٗ ُُٱذنَۡخَ ا َٓ ُفيََ ةٗ وَ حِدَ ُ ُجَۡ ُكََ ن ُوَإِ ۡۖ حرََكَ ُ ا ٌَ ُ رَا ُذيُُ ََ ُٓ فيََ
ُُٱلصِّۡفُُ  ا ٍَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ُ دٖ وَ حِ ُ ِ

ُىكُِّ ِّ يۡ َٔ َ ة
َ
سُُوَلِۡ دُ حرََُمُُِٱلسُّ ُ ا ُلَُُُكٍََُ نَ ُكََ نِ ُۥإ

ُلَُُ ُيكََُ ًۡ ُىَ إنِ فَ  ُ ُُُّۥوَلَد َ وَرذِ ُوَ لَد ُُُٓۥوَ ِّ ِ ٌّ ُ
ُفَلِِ اهُ َٔ َ ة

َ
ُُٱلثُّيدُُُ أ نَ ُكََ إنِ فَ

ُُُٓۥلَُُ ِ ّ ِ ٌّ ُ
ُفَلِِ د َٔة دُسُُ إخِۡ ُُٱلسُّ ٍۗ ٍَ ۡ ُدَي وۡ

َ
ُأ ٓ ا َٓ ِ ُة ُٔصِِ ُي ُوَصِيَثٖ عۡدِ ُبَ َۢ ٌِ

يُُّ
َ

ُأ ُحدَۡرُونَ ُلََ ًۡ اؤٓكُُ َِ بۡ
َ

ُوَأ ًۡ ؤٓكُُ ًُۡءَاةاَ ُُُٓ ثٗ فرَيِضَ  ُ عٗا ُنَفۡ ًۡ ُىكَُ كۡرَبُ
َ

أ
ُ ََ ِ هٌُِّ اُُٱلَلَُّإنَُُِٱلَلّ ٍٗ حَهِي اُ ًٍ عَييِ نَُ ١١ُُكََ
    

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang 

lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 

lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. 

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian 

tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.
28
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Ayat 11 surat An-Nisa menentukan bagian konkret 

yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, 

istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang 

ditinggalkan suaminya bila suami meninggalkan 

anak; atau  seperdelapan (1/8) bila suami 

meninggalkan anak disamping istri.
29

 

3) QS An-Nisa [4]:12: 

ُ ا ٌَ ُ ُُصِۡفُ ًۡ ُ۞وَىَكُ نِ فإَ  ُ ُوَلَد ََ ُٓ َ ُل ُيكََُ ًۡ ُىَ ُإنِ ًۡ وَ جُكُ زۡ
َ

ُأ حرََكَ
ُ ًُ فَيَكُ ُ ُوَلَد ََ ُٓ َ ُل عُُكََنَ بُ يَُُٱلرُّ ُٔصِ ُي وَصِيَثٖ ُ عۡدِ ُبَ َۢ ٌِ ُ  ََ كۡ ُحرََ ا ٍَ مِ

ُ ََ ُٓ َ ُوَل ن َٖ ۡ ُدَي وۡ
َ

ُٓأ ا َٓ ِ عُُة بُ ُوَلَد ُُٱلرُّ ًۡ ُىَكُ ُيكََُ ًۡ ُىَ ُإنِ ًۡ ُحرََكۡخُ ا ٍَ ُُمِ نِ فإَ
ًُۡ ُىَكُ ُُكََنَ ََ ُٓ ُفيََ َُُوَلَد ٍُ ُُٱلثُّ نَ ُٔصُٔ ُح وَصِيَثٖ ُ عۡدِ ُبَ َۢ ِ ٌّ ُ نً حرََكۡخُ ُ ا ٍَ مِ

ُ وِ
َ

ُأ ثً ُنَلَ يَ ُئُرَثُ ود رجَُ ُ كََنَ ُ ن ُوَإِ ٍۗ َٖ ۡ ُدَي وۡ
َ

ُأ ٓ ا َٓ ِ دُة ة
َ

مۡرَأ ُُُٓۥوَلَُُُٱ وۡ
َ

ُأ خٌ
َ

أ
ُ ا ٍَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ُ دٖ وَ حِ ُ ِ

كُِّ ُفيَ خۡجد
ُ

سُُ أ دُ ُُٱلسُّ
َ

ُأ ْ ا ٓٔ ُ ُكََُ نِ ثََُفَإ ُُكۡ مَِ ُذَ ل َ ٌِ
ُُٓ ُػَ ُفِِ كََءُٓ ُشَُُ ُُٱلثُّيدُِنًُۡ يَۡۡ ُغَ ٍَ ۡ ُدَي وۡ

َ
ُأ ٓ ا َٓ ِ ُة ُٔصَِ  ُي ُوَصِيَثٖ عۡدِ ُبَ َۢ ٌِ

ُ ََ ِ ٌّ ثُٗ وَصِيَ  ُ ٖ هُِمُضَارّٓ ُُٱلَلُُّوَُُٱلَلّ دً حَييِ ُ ًٌ  ١٢ُعَييِ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka 

tidak mempunyai anak. Jika siteri-isterimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 

wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar 

utangnya. Para istreri memperoleh seperempat 

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tudak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka 

para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 
kamu buat atau (dan) sesdudah dibayar utang-
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utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan 

tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

Menegtahui lahi Maha Penyayang.
30

 

 

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, 

menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang 

bagian warisan bagi masing-masing ahli waris 

(seperti ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta bagian 

„ashabah) merupakan ketentuan hukum final yang 

tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi, sejauh mana 

sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat 

dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi 

masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan.  

b. Hadis Nabi Muhammad Saw. 

Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah saw, 

memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk 

melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (al-

Qur‟an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim 

dan Abu Daud bahwa Rasulullah saw, bersabda: 
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  اللِ  ابِ تَ ى كِ هَ عَ  ضِ ائِ رَ فَ ان   مِ ه  أَ  نَ ي  بَ  لِ اَ مَ ان   مِ سَ ق  أَ 

Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut 

Kitabullah. (HR. Muslim dan Abu Daud)
31

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, 

bersabda: 

ض بأههها ئعهيه وسهم انحقىا انفرا الل ل اننبي صهىقاَ 

 ما بقيى فلأونى رجم ذكر ف
 

Nabi Saw bersabda: Berikanlah harta warisan kepada 

orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk 

orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan 

Muslim).
32

 

 

c. Ijma dan Ijtihad 

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat 

sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan 

warisan yang terdapat dalam Al-Qur‟an maupun 

Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan 

ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.
33

 

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang 

belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah 

radd dan „aul. Seperti, apabila dalam pembagian 

warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan 

dengan cara dinaikan angka asal masalahanya. Cara ini 

disebut dengan masalag „aul. Atau sebaliknya jika 
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terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara 

mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan 

cara radd. Jika dalam cara „aul akan terjadi pengurangan 

bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima 

ahli waris, maka dalam cara radd, akan terjadi kelebihan 

dari bagian yang seharusnya diterima.
34

  

Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam-imam 

mdzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai 

peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap 

pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang 

belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.
35

 

Misalnya: 

1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama 

dengan kakek. Di dalam Al-Qur‟an hal itu tidak 

dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-

saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki 

yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak 

mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam 

masalah kalalah mereka mendapat bagian.  

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-

imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin 

Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat 

pusaka secara muqasamah dengan kakek. 
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2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu 

meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi 

bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. 

Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa 

lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi 

menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat 

Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad dari para 

ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian 

berdasarkan wasiat wajibah.
36

 

 

B. Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan 

1. Rukun Waris 

Terdapat tiga rukun (unsur), untuk terjadinya suatu pewarisan, 

yaitu:  

a. Harta warisan (Mauruts atau Tirkah)  

Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli 

waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, 

melunasi utang-utang dan melaksankan wasiat si pewaris. 

Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang 

dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. 

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup 

kepada:
37
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1) Kebendaaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai 

kebendaan. Misalnya; benda bergerak, benda tidak 

bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat 

berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai 

pemiliknya. 

2) Hak-hak kebendaan. 

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut 

hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain. 

3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain. 

Misalnya; brang gadaian, dan barang-barang yang sudah 

dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada 

orang yang sudah meninggal. 

4) Hak-hak yang bukan kebendaan. 

Misalnya hak syuf‟ah, yaitu hak beli yang diutamkan 

bagi tetangga, dan memanfaatkan barang yang 

diwasiatkan atau diwakafkan. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah 

harat bawaan ditrambah harta bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 

(tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk 

kerabat.
38

 Sedangkan yang dimaksud dengan harta 

peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris 

baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun 

hak-haknya. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto 

(harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan 

pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu 

dapat berbentuk harta benda yang menjadi miliknya 

maupun hak-haknya. 

b. Pewaris (Muwarrits)  

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi 

maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang 

dinytakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab 

walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut 

Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada 

saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan 

harta ahli waris dan harta peninggalan.
39

 

c. Ahli Waris (Warits)  

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris.
40

 

2. Syarat-syarat Kewarisan 

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan 

(kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, 
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mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan 

terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 

a. Orang yang mewariskan (muwarits) sudah meninggal. 

b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, 

pada saat kematian muwarits.  

c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan 

d. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris 

yang lebih dekat.
41

 

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan 

hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-

benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, 

seperti orang yang hilang misalnya. Apabila hakim telah memutuskan 

kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu 

barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli warisnya.
42

 

Dalam syarat kedua, maka kelayakan seseorang sebagai ahli 

waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima 

perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu 

tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal 

terlebih dahulu dana tau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya. 

Dengan syarat ketiga, diharapkan, para ahli waris berupaya 

untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk 

menerima harta peninggalan si pewaris. Mengenai syarat ketiga (tidak 

adanya penghalang pewarisan) tersebut, yang dikemukakan Rifa‟i Arief 
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adalah pengetahuan tentang jalur pewarisan, dan syarat ini merupakan 

syarat khusus bagi hakim dan pemberi fatwa. 

Jalur pewarisan, seperti ikatan suami isteri, kekerabatan dan 

tingkah kekerabatan haruslah diketahui oleh para hakim atau orang 

alim (pemeberi fatwa) sehingga memudahkan mereka melakukan 

pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Sebab hukum-hukum 

pewrisan dan penentuan bagian-bagian ahli waris sangat dipengaruhi 

oleh perbedaan jalur pewarisan dan tingkat kekerabatannya.  

 

C. Sebab Terhalang Menerima waris dan Macam-macam Ahli 

Waris 

1. Sebab Terhalang Menerima waris 

Di antara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta 

warisan, karena beberapa sebab : 

a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris 

yang dibunuhnya. 

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.: “tidak 

berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta 

warisan”. (HR An-Nasa‟I dengan isnad yang shahih). 

Orang yang membunuh, maka tidak dapat mewarisi orang 

yang dia bunuh, baik status pembunuhannya itu berada 

dalam tanggungan atau tidak.
43

 

Dalam hadis lain: “Rasulullah Saw. bersabda, Barangsiapa 

membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima 
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warisnya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris 

lainnya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi 

pembunuh tidak berhak atas warisan. (HR Ahmad)  

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris 

terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 

173 Kompilasi Hukum Islam, “Seorang terhalang menjadi 

ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat pewaris; 

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa peawris telah melakukan suatu 

kejahatan yng diancam dengan  hukuman 5 tahun 

penjara atau hukuman yang lebih berat.”  

b. Orang kafir tidak berhak menerima warisan yang 

keluarganya yang beragama Islam. 

Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad Saw., “Orang Islam 

tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak 

mewarisi orang Islam” (HR Jama‟ah).  

Dan hadis: “tidak saling mewaris antara dua orang pemeluk 

agama yang berbeda” (HR Ashhab Sunan).
44

  

Dan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa‟ : 141:  

ََُ ي ُُٱلََِّ ََ ِ ٌّ ُ ُػَخۡحد ًۡ ُىَكُ ُكََنَ ُفإَنِ ًۡ ُةكُِ بَصُٔنَ ُِيَتَََ ُُٱلَلّ ًۡ َ ل
َ

ُأ ْ ا ٓٔ ُ كاَل
ُنسَۡخَحۡٔذُِۡ ًۡ َ ل

َ
ُأ ْ ا ٓٔ ُ ُكَال ُُصَِيبد ََ ُليِۡكَ فرِِي ُكََنَ ُوَإِن ًۡ عَكُ ٌَ ُ ُكََُ
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ُ ََ ِ ٌّ ُ عۡكًُ َِ ٍۡ ُوَنَ ًۡ ِيَِ ُعَيَيۡكُ ٌِ ؤۡ ٍُ ۡ ُُٔۡٱلَلُُّفَُُٱل َ ي ُ ًۡ كُ َِ ُةيَۡ ًُ كُ مَُيََۡ
عَوَُٱ وَىََُيََۡ ثٍُِۗ ٍَ ُُٱلَلُُّىۡلِيَ  ُعََلَ ََ ؤٌِِۡيَُِليِۡكَ فرِِي ٍُ ۡ ١٤١ُُسَبيِلًًُُٱل

ُ
Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang 

beriman.
45

  
 

c. Perbudakan  

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena 

status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian 

kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah dalam surat 

An-Nahl [16]: 75 menunjukan:  

ُُٱلَلُُّبَُ۞ضََُۡ ا اُرزِۡكً َِ ٌِ ُ ُّ نَ  رَزكَۡ َُ ٌَ ءُٖوَ ُشََۡ عََلَ  لََُيَلۡدِرُُ كَُٗ ئُ ٍۡ مَ رَلًًُعَتۡدٗاُ ٌَ

ُُٔ وُۡيسَۡخَ َْ اُۖۡ رً ۡٓ وجََ اُ ُسِّٗ ُّ ِۡ ٌِ قُُ ُيُِفِ َٔ ُٓ اُػَ ِٗ دُُُۥنَُ حَسَ ٍۡ لَۡۡ ُُٱ لََ ُ ًۡ ُْ ثَُ كۡ
َ

ةوَُۡأ  ُِ لِلَّ
ٔنَُ ٍُ عۡيَ  ٧٥ُيَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatu pun......
46 

 

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan 

boleh jadi secara de facto realitas mereka masih belum 

hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi 

mereka dianggap tidak ada.  

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarioanismenya, 

menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, 

sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, 
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memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi 

hukum berupa tebusan) bagi berupa kejahatan, misalnya 

membunuh dengan khilaf (QS An-Nisa‟[4]: 92). Ini karena 

Islam mengehendaki agar tidak ada lagi perbudakan dimuka 

bumi ini.
47

 

 

 2. Macam-macam Ahli Waris 

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu 

ahli waris  yang hubungan kewarisannya didasarkan karena 

hubungan darah (kekerabatan).  Kedua, ahli waris sababiyah 

yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena satu sebab, 

yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. 
48

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. Hubungan Darah, terdiri dari: 

1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman, dan kakek. 

2) Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, 

saudara perempuan, dan nenek. 

b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. 

Apabila semua ahli waris ada, maka berhak menerima 

warisan hanya; anak, ayah, ibu janda, atau duda.
49

 

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu: 

1) Bapak;  

2) Kakek yaitu ayahnya bapak; 
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3) Anak laki-laki; 

4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki; 

5) Saudara laki-laki sekandung; 

6) Saudara laki-laki sebapak; 

7) Saudara laki-laki seibu; 

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) 

sekandung; 

9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan) 

sebapak; 

10) Saudara laki-laki bapak  (paman) sekandung; 

11) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebapak; 

12) Sepupu (misan) laki-laki sebapak; yaitu anak laki-laki 

dari paman sekandung 

13) Sepupu (misan) laki-laki sebapak; yaitu anak laki-laki 

paman sebapak 

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan 

ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, 

maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah. 

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu: 

a) Ibu  

b) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis 

perempuan;. 

c) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari 

garis laki-laki 

d) Istri  

e) Anak perempuan 
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f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke 

bawah dari garis laki-laki; 

g) Saudara perempuan sekandung 

h) Saudara perempuan sebapak 

i) Saudara perempuan seibu 

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika 

pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima 

bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis 

laki-laki dan saudara perempuan sekandung.
50

 

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya 

mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi 

tiga, yaitu:  

1) Ahli Waris Dzawil Furudh  

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 

orang. Mereka adalah: suami, istri, anak perempuan, 

bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara 

perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, 

sauadra laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka 

yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam 

Al-Qur‟an, yaitu ½; 1/4 ; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6.  

2) Ahli Waris „Ashabah  

Ahli Waris „ashabah ialah ahli waris yang menerima 

bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi 
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bagian ahli waris dzawil furudh (bagian-bagian tertentu). 

51
 

Ashabah ada tiga macam, yaitu „ashabah karena dirinya 

sendiri („ashabah bin nafsi), ashbah karena yang lain 

(„ashabah bil ghairi) dan „ashabah bersama yang lain 

(„ashabah ma‟al ghair).  

3) Ahli Waris Dzawil Arham  

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan 

darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash 

tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak 

menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang 

termasuk ashab al-furudh dan ashab al-ushubah tidak 

ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan (bint 

bint).  

D. Pembagian Para Ahli Waris  

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur‟an hanya ada 

enam, yakni: ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Orang-orang yang berhak 

menerima bagian-bagian tersebut (ashabul-furudh, atau dzawil-

furudh).
52

 

1. Adapun yang mendapatkan bagian ½ ada 5 orang, yaitu: 

a. Anak perempuan 

b. Anak perempuannya anak laki-laki, ketika masing-masing 

dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat 

mengasabahi kepada mereka berdua. 
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c. Saudara perempuan yang seayah seibu. 

d. Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari 

keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat 

mengashabahi kepada mereka berdua 

e. Suami yang tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau 

perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki. 
53

 

2. Orang yang mendapat ¼ itu ada dua orang yaitu: 

a. Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik 

anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya. 

b. ¼ tersebut juga menjadi bagian istri (yang ditinggal mati 

suaminya) atau dua isteri atau isteri yang banyak yang tidak 

ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.
54

 

3. 1/8 adalah menjadi bagiannya: 

Isteri atau para isteri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka 

mewaris bersama far‟ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, 

cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-

laki).
55

 

4. 2/3 menjadi bagiannya 4 orang yaitu: 

a. Dua anak perempuan atau lebih banyak. 

b. Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.  

c. Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak 

d. Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.  

5. 1/3 adalah menjadi bagiannya 2 orang yaitu: 

a. Ibu, dan 
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b. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, seibu 

atau lebih.  

Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan/syarat 

sebagai berikut: 

- Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia 

tidak mewaris bersama far‟ul waris (anak laki-laki, anak 

perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu 

perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau 

lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun 

campuran; baik sekandung, sebapak, seibu, maupun 

campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris maupun 

terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama 

bapak dan salah seorang suami –isteri, ibu mendapat bagian 

tsulutsul baqi (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah 

diambil bagian suami atau isteri). 

- Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih 

mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka 

tidak mewaris bersama far‟ul waris (anak laki-laki, anak 

perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu 

perempuan pancar laki-laki) atau ashlu dzakarin yaitu bapak 

dan kakek.
56

 

6. 1/6 adalah menjadi bagiannya 7 orang yaitu : 

a. Ibu yang beserta anak (laki-laki/perempuan) atau cucu (laki-

laki/perempuan dari anak laki-laki) atau beserta dua orang 

atau lebih saudara laki-laki/perempuan si mayit. 
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b. Nenek ketika tidak ada ibu dan juga bagi dua orang nenek 

atau tiga. 

c. Cucu perempuannya anak laki-laki, kumpul beserta anak 

perempuan si mayit. 

d. Saudara perempuan seayah yang beserta saudara perempuan 

seayah seibu. 

e. Ayah yang kumpul beserta anak laki-laki/perempuan si 

mayit atau beserta cucun laki-laki/perempuan dari anak laki-

laki si mayit. 

f. Kakek (ayahnya ayah) jika tidak ada ayah si mayit. 

g. Seorang saudara laki-laki/ perempuan seibu.
57
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BAB IV 

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DESA 

SINDANGLAYA 

 

A. Pemahaman Masyarakat Desa Sindanglaya Tentang Hukum 

Waris  

Menurut KH. Arwani, sebagai pimpinan Pondok Pesantren 

Riyadul Ulum yang beralamat di Kp. Sindanglayung Desa 

Sindanglaya Kecamatan Sobang Beliau mengartikan waris adalah 

harta peninggalan orang yang sudah mati yang harta itu dibagikan 

kepada ahli warisnya setelah dipotong hak-hak si mayyit itu seperti 

wasiat, hutang dan hak-hak lainnya. Adapun sifat hukum kewarisan 

sendiri menurut beliau jika sudah diakad sulukh (Akad Perdamaian) 

semua sudah setuju dan memenuhi syarat-syaratnya seperti adanya 

ikrar. Maka boleh menggunakan hukum yang disepakati. Akan 

tetapi apabila tidak tercapai akad Sulukh maka menggunakan 

hukum apa semestinya yang ada di mawaris Islam. karena Islam itu 

luwes tidak memaksa.
58

 

Sedangkan pendapat Ust. Upang sebagai tokoh masyarakat 

kp.Cibeas Desa Sindanglaya. Beliau berpendapat waris itu dalah 

tirkah (tinggalan orang tua) sesudah meninggal yang dibagikan 

kepada ahli warisnya. Dan sifat hukum waris Islam itu sendiri 

menurut beliau tidak memaksakan, karena jika semua ahli waris itu 

ridho biridho, maka boleh menggunakan hukum rata. Sebagai 

dasarnya yaitu “hukum itu berkaisar pada alasan hukum tersebut”. 
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Intinya bahwa semua hukum tergantung pada Illat, jika tidak 

adanya Illat maka hukum tidak berlaku.
59

 

Sedangkan Pendapat Ust. Sarif sebagai tokoh masyarakat Desa 

Sindanglaya, pendapatnya sama dengan KH. Arwani. Tetapi dalam 

hal sifat hukum waris itu sendiri berbeda menurut beliau hanya 

dalam pembagian harta waris menggunakan hukum Islam. Tetapi 

ketika tak menggunakan hukum Islam maka sifat hukum waris 

Islam itu hilang, berubah dengan hukum yang disepakati oleh 

semua ahli waris.
60

 

Pandangan bapak Amil Sarda mengatakan bahwa waris itu 

adalah tinggalan orang tua yang meninggal dunia yang dibagikan 

kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang dan hak-hak lainnya. 

Sedangkan sifat dari hukum waris Islam itu sendiri adalah tidak 

memaksa karena kebiasaan  kalau menggunakan hukum Islam bisa 

menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Kecuali orang yang 

santri yang siap dengan hukum Islamnya. Makanya lebih baik 

dibagi rata saja dengan alasan menjaga kerukunan keluarga dengan 

kata lain ridho biridho lebih utama.
61

 

Masyarakat di Desa Sindanglaya mengenai pemahaman 

hukum waris sangat beragam ada yang berepengetahuan tinggi 

mengenai pemahaman ilmu agama dan ada juga yang 

berpengetahuan rendah mengenai pemahaman ilmu agama. Apalagi 

yang berkaitan dengan masalah ilmu waris. Masyarakat yang 

memahami biasanya mereka yang pendidikan agamanya sampai ke 
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pondok pesantren yang minimal 5 tahun mengenyam pendidikan 

agamanya. Mereka berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi. Ketika terjadi permasalahan tentang suatu hukum, maka 

mereka merujuk atau mencari solusinya di dalam Al-Qur‟an dan 

sunnah Nabi.
62

 Sedangkan pada masyarakat yang berpengetahuan 

dan pemahamannya rendah biasanya yang jarang atau bahkan tidak 

mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren. Mereka hanya 

mendapatkan pendidikan agama di sekolah, dan ketika terjadi 

permasalahan tentang hukum Islam, apalagi yang berkaitan dengan 

masalah ilmu waris. Mereka jarang atau tidak pernah mendapatkan 

pelajaran mengenai ilmu waris tersebut. Sehingga ketika terjadi 

masalah waris tersebut, mereka menggunakan hukum adat atau 

hukum sekitar yang dirasa lebih cocok untuk melakukan pembagian 

harta waris. 

Ini semua tidak lepas dari pengetahuan dan pemahaman 

mereka yang lemah di dalam hukum waris Islam. tidak seperti 

masyarakat Desa Sindanglaya yang pemahamannya tinggi yang 

mana masyarakat tersebut lebih mengetahui dan paham akan 

hukum waris Islam itu sendiri. Selain itu juga masyarakat yang 

paham akan hukum waris Islam juga menerima hukum Islam 

tersebut dan berusaha untuk mentaati hukum Islam tersebut.
63

 

Berbeda dengan masyarakat yang pemahaman rendah yang mana 

golongan tersebut hanya mendapatkan ilmu agama dari pondok 

pesantren tidak cukup lama. Sehingga pemahaman dan pengetahuan 

mereka kurang begitu dalam tentang hukum waris Islam itu sendiri, 
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yang mengakibatkan kesadaran untuk melakukan hukum waris 

Islam itu sendiri cukup lemah. Adapula yang menyebabkan 

kesadaran hukumnya lemah yaitu sikap seseorang untuk mentaati 

hukum waris Islam itu sendiri kurang. Karena adanya faktor-faktor 

sosial yang begitu kuat di dalam pembagian harta waris tersebut. 

Apalagi terhadap masyarakat yang notaben ilmu agamanya sangat 

kurang, karena tidak memperoleh ilmu agama di pendidikan 

pondok pesantren maupun di pendidikan formal. Hanya 

memperoleh pengetahuan agama di dalam pengajian-pengajian 

yang ada di mushola ataupun pengajian akbar. Sehingga 

menyebabkan kesadaran hukum terhadap hukum waris Islam itu 

kurang. Juga adanya faktor kebiasaan masyarakat yang ketika 

dalam masalah pembagian harta waris menggunakan hukum adat 

saja, yang pembagiannya sama rata kepada ahli warisnya. 
64

 

 

B. Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Sindanglaya  

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagiannya masing-masing.
65

 Dari pengertian ini 

dapatlah diketahui bahwa subtansi dari hukum kewarisan termasuk 

kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari 

simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.
66
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Umumnya negara-negara Islam atau negara-negara 

berpenduduk mayoritas muslim, telah memiliki undang-undang 

yang mengatur hukum kewarisan (faraid) sebagai bagian dari 

hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, 

tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum/tidak 

memiliki undang-undang kewarisan, terutama di negara-negara 

berpendudukan muslim  minoritas.
67

 Akibatnya, waris Islam 

terutama terkait dengan teknik pembagiannya dilakukan secara 

tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi 

pemerintah melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-

diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap 

mengerti hukum Islam dalam hal ini hukum faraid. Bahkan juga di 

negara-negara tertentu yang berpenduduk mayoritas Muslim 

sekalipun. Termasuk Indonesia yang sampai sekarang masih banyak 

daerah-daerah salah satunya di Desa Sindanglaya ini yang 

penerapan hukum waris (pembagian harta warisannya) tetap saja 

dilakukan di hadapan ulama, kiyai, ustad, tuan guru dan /atau tokoh 

agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi teknik pemabagiannya yang 

dilakukan secara tradisional adalah satu karna jarak tempuh antara 

Desa Sindanglaya ke pengadilan jauh, dan yang kedua masih 

kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum 

itu sendiri.
68
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Pelaksanaan pembagian warisan di Desa Sindanglaya 

tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian 

warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau 

sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. 

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan 

dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris 

dilakukan dengan cara musyawarah antara ahli waris/keluarga, 

dengan disaksikan salah satu anggota keluarga dari pihak ayah dan 

biasanya masyarakat Desa Sindanglaya menyebutnya sabah, yang 

dimaksud dengan sabah sendiri yaitu paman atau anak laki-laki dari 

garis ayah. 

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi 

pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan 

cara musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan sesepuh 

desa dan kiyai. Dan dari situ hukum waris Islam diberlakukan. 

Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke 

pengadilan.
69

 

Pelaksanaan kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa 

Sindanglaya sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat 

istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu 

hingga masa sekarang. Hukum adat yang memuat garis-garis 

ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta 

warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu 

dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris 

kepada ahli waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada 

masyarakat desa Sindanglaya Kecamatan Sobang sesungguhnya 
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merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi 

kepada keturunannya.
70

 

Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tidak terlepas 

dari pengaruh susunan masyarakat atau kekerabatannya yang 

berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan 

merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta 

warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat 

sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh 

masyarakat. Seperti yang diketahui sendiri sistem pembagian harta 

warisan secara adat mempunyai corak tersendiri dari dalam pikiran 

masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang 

sistem keturunannya adalah berbentuk patrilineal, matrilineal, 

parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekrabatan yang sama 

belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama pula.
71

 Jadi, 

sistem kekerabatan pada masyarakat desa Sindanglaya menganut 

sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem yang menarik garis 

keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. 

Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam 

hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang 

tua mereka.
72

 Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak 

mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat 

kewarisan pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem 
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individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi 

kepemilikannya kepada ahli waris.  

Karakteristik pewarisan berdasarkan kebiasaan masyarakat 

desa Sindanglaya memiliki corak tersendiri sesuai kebiasaan 

mereka, pembagian harta waris itu sebelum meninggal dunia atau 

yang biasa disebut hibah. Biasanya sebelum orang meninggal dunia 

ketika memiliki tanah 4 hektar dan anak 4 itu dibagikan sama rata 

tanah tersebut kepada empat anaknya, tidak membedakan itu jenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. Sehingga ketika sudah 

meninggal dunia tidak terjadi adanya persengketaan masalah harta 

waris pada ahli warisnya.
73

 

Karakteristik pembagian warisan di Desa Sindanglaya, 

Kecamatan Sobang, dilakukan sebelum orang tua (pewaris) 

meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli 

warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, 

begitu pula dengan bagian anak perempuan mendapatkan dua 

bagian juga hal ini tentu berbeda dari sistem pembagian harta 

warisan menurut hukum Islam. Hukum adat yang diterapkan pada 

masyarakat desa Sindanglaya tidak mengenal cara pembagian 

dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas 

pertimbangan mengingat wujud benda, kebutuhan waris 

bersangkutan serta keadilan. Bagi masyarakat desa Sindanglaya 

dalam pembagian warisan mereka mempercayai istilah laki-laki 

memikul sedangkan wanita menjingjing.
74
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Karakteristik waris desa Sindanglaya Kecamatan Sobang 

menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka 

telah membagi secara individual kepada ahli warisnya dengan 

pembagian secara musyawarah kekeluargaan dan adanya 

keistimewaan bagi anak bungsu. Anak tertua laki-laki disini tidak 

hanya bertanggung jawab pada warisan yang ditinggalkan, ia 

bertugas menjaga, merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan 

adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah 

tangga dan berdiri sendiri. Apabila anak laki-laki tertua pada saat 

pewaris meninggal dunia belum dewasa maka orang bertanggung 

jawab atas harta peninggalan pewaris adalah paman dari garis 

keturunan ayah yang biasa masyarakat desa Sindanglaya 

menyebutnya sabah. Sabah tersebut dijadikan sebagai pengganti 

orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta 

peninggalan secara perorangan, namun ia berkedudukan sebagai 

pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus 

anggota keluarga yang ditinggalkannya, apalagi jika yang 

meninggal itu orang tua laki-laki (ayah) maka kedudukan sabah 

tersebut sangat berperan penting dalam keluarga yang ditinggal 

mati. Akan tetapi sabah di sini hanya dari keturunan orang tua laki-

laki yang masyarakat desa Sindanglaya biasa menyebutnya dengan  

sabah kuat, sedangkan kalau dari keturunan orang tua perempuan 

disebutnya dengan sabah lemah. Sabah di sini sangat berperan 

karena apabila ada perselisihan atau permasalahan dalam 

pembagian harta waris di sinilah sabah yang akan menengahi atau 

yang menyelesaikan. Apabila sabah disini tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan, 
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maka diberlakukan hukum waris Islam dengan diselesaikan oleh 

kiyai dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sindangalaya.
75

 

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan ini terletak pada 

kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti 

orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan 

memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga yang 

ditinggalkan. Anak tertua yang penuh dengan tanggung jawab akan 

dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga, sampai 

semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri 

mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak 

bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap 

kebendaan yang pemboros dan lain sebagainya, ini akan 

mendatangkan kerugian baik bagi anak tertua itu sendiri maupun 

keluarga lain yang juga sama-sama menjadi ahli waris. Sistem 

pembagian waris yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua atau 

kepada Sabah disini dimaksudkan hanya sementara selama adik-

adiknya atau keluarganya  dapat menggunakan dan memanfaatkan 

harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.  

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pembagian 

waris yang terjadi di sana dilakukan sebelum orag tua (pewaris) 

meninggal. Adapun mengenai tidak adanya pembagian waris ketika 

orang tua (pewaris) meninggal bisa dilihat dari dua sisi yang mana 

ketika orang tua meninggal dia meninggalkan anak yang belum 

menikah, berarti setelah kematiannya terjadi pembagian waris, dan 

yang menjadi permasalahan di Desa Sindanglaya anak yang sudah 
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menikah tersebut tidak dapat pembagian waris lagi karena sudah 

mendapat bagian harta sebelum orang tua meninggal dan masih 

dalam keadaan sehat. Hal ini bisa dikatakan hibah karena dibagi 

hartanya ketika orang tua masih hidup dan dalam keadaan sehat. 

Akan tetapi masyarakat Desa Sindanglaya memahaminya sebagai 

bentuk warisan bagi anak-anaknya. Adapun jika melihat ke sisi 

kedua yaitu apabila terjadi permasalahan ketika orang tua 

meninggal dan tidak meninggalkan anak yang belum menikah dan 

harta itu sudah dibagikan secara rata terhadap anak-anaknya dan 

hanya ada sisa harta untuk biaya pengurusan jenazah ketika orang 

tuanya wafat, dan ketika orang tua wafat masih ada sisa harta dari 

pengurusan jenazah maka masyarakat Desa Sindanglaya 

membagikan kembali harta tersebut kepada ahli warisnya secara 

rata sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. 

Masyarakat yang berstatus sebagai penduduk di desa tersebut 

mayoritas memilih pembagian harta warisan secara adat untuk 

menghindari munculnya kecemburuan sosial menurut masyarakat 

desa Sindanglaya semuanya anak jadi tidak mau membedakan 

antara anak laki-laki dan perempuan dan menghindari munculnya 

persengketaan antara ahli waris yang mengakibatkan terputusnya 

silaturahim di antara anak (ahli waris). Dari sinilah berbagai 

pertimbangan yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa 

Sindanglaya Kecamatan Sobang lebih mengarah kepada pembagian 

harta warisan secara adat dibanding dengan pembagian warisan 

menurut pandangan hukum Islam. Seperti yang telah dijelaskan 

bahwa dalam proses pembagian warisan secara kekeluargaan di 
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desa Sindanglaya tersebut tidak mengenal istilah perhitungan atau 

angka matematika.  Pembagian harta warisan secara kekeluargaan 

tersebut dianggap efektif dan juga meminimalisir terjadinya 

ketegangan yang berujung persengketaan di antara para ahli waris.
76

 

Menurut penuturan dari salah satu Ustad di desa tersebut 

menyatakan bahwa “Pembagian harta warisan secara adat yang 

dilaksanakan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh para pihak 

yang bersangkutan (ahli waris) kemudian disetujui dengan tidak ada 

yang merasa dirugikan maka itu dibolehkan, karena di dalamnya 

mengandung unsur menghindari perselisihan yang kemungkinan 

besar terjadi di antara para ahli waris yang sama-sama mempunyai 

hak dalam warisan tersebut. Pembagian warisan secara 

kekeluargaan juga sesudah disepakati dan lebih banyak digunakan 

pada masyarakat tersebut”.
77

  

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian waris di Desa 

Sindanglaya 

Dari sumber ajaran Islam, terlihat bahwa orang Islam 

berkewajiban mentaati hukum Islam. tingkatan kehidupan 

beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya 

kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur‟an ada 

ketentuan bahwa kepada orang Islam pada dasarnya diperintahkan 

untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang Islam tidak 

dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rsaul-
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Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Oleh karena itu, 

dari segi ajaran Islam sendiri, tanpa dikaitkan dengan keadaan 

hukum di masyarakat, berlaku prinsip bagi orang Islam berlaku 

hukum Islam. 

Allah yang maha adil dan bijaksana tidak akan mengabaikan 

hak setiap ahli waris. Bahkan aturan yang sangat jelas dan 

sempurna. Dia menentukan pembagian hak kewarisan dengan adil 

dan bijaksana sesuai kodrat bagi setiap individu tersebut. Dalam hal 

ini timbul beberapa poin-poin sebagai berikut: 

1. Bahwa pewarisan dalam Al-Qur‟an pewaris bukan saja terbatas 

pada ayah dan  ibu. Akan tetapi, anak dan saudara dapat menjadi 

pewaris. Demikian pula ahli waris menurut Al-Qur‟an adalah 

keluarga dekat dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. 

Setiap ahli waris mendapat bagian sesuai ketentuan Al-Qur‟an 

yakni ada ahli waris yang mendapat ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, atau 

2/3.
78

 

2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya 

hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan 

yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit 

(pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih 

kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamkan 

daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan 

daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada 

saudara ayah. 
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3. Dalam hukum kewarisan Islam berlaku asas keadilan berimbang, 

dalam arti keadilan dalam pembagian harta warisan dalam 

hukum Islam. Artinya, sebagaimana pria dan wanita pun 

mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.
79

  

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dikatakan 

bahwa dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Desa Sindanglaya 

yang seluruh penduduknya beragama Islam dalam hal kewarisan 

yang diterapkannya masih belum menggunakan hukum Islam.  

Dalam masyarakat Desa Sindanglaya proses peralihan harta 

waris dapat berjalan saat pewaris masih hidup dan dibagi secara rata 

tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Cara yang 

ditempuh pewaris yaitu melakukan peralihan atau penunjukan harta 

warisan saat anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. 

Masyarakat Desa Sindanglaya memberikan harta warisan 

dimaksudkan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah 

tangga dan tidak ada pembagian kembali setelah orang tuanya 

meninggal. Hal yang demikian dijadikan pemahaman atau rujukan 

oleh masyarakat Desa Sindanglaya sebagai bentuk warisan bagi 

anak-anaknya. 

Dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi 

apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Jadi mutlak matinya 

pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Jika seseorang 

memberikan harta kepada para ahli waris ketika pewaris masih 

hidup maka hal itu bukan pewarisan melainkan hibah. Jadi 

pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Sindanglaya 

sangat tidak sesuai dengan hukum Faraidh.  
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Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan 

hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh 

warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang 

diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-

beda. Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. 

Sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga 

sistem hukum, yaitu: 

a. Hukum kewarisan menurut hukum Islam 

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang 

bersumber dari Al-Qur‟an, hadis, ijma, dan qiyas. 

b. Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata)  

Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam buku II titel 

12 sampai dengan 18, Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. 

c. Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat 

Dalam masyarakat adat, selain hukum waris Islam, dikenal 

pada pembagian waris adat. Sebagai berikut:
80

 

1) Sistem kewarisan individual 

2) Sistem kewarisan kolektif 

3) Sistem kewarisan mayorat 

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika 

muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau 

taqdiry. Kematian muwarits merupakan salah satu persyaratan yang 

disepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan 

tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak 
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orang tua (calon muwarist) menginginkan agar sepeninggalannya, 

anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan 

secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara 

hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.
81

 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengakomodasi kebiasaan 

ini dalam pasal-pasal berikut: 

Pasal 187:  

1. Bilaman pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka 

oleh pewaris semasa hidupnya ata oleh para ahli waris daoat 

ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian waris 

dengan tugas: 

a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik 

berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang 

kemudian disahkan oleh para ahli waris yang 

bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; 

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan 

pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dn c.  

Pasal 188: 

“para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat 

mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk 

melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli 

waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.” 
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Yang perlu diperhatikan adalah, apabila pembagian warisan iti 

dilakukan ketika pewaris massih hidup, sebagaimana dikemukakan 

dalam Pasal 175: 

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman 

jenazah selesai 

b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, 

perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun 

menagih piutang. 

c. Menyelesaikan wasiat pewaris 

d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak` 

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban 

pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta 

peninggalannya. 

Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika 

pewaris masih hidup adalah keadilan. Betapapun juga ketentuan 

warisan di dalam Al-Qur‟an tetap perlu dijadikan acuan. Karena 

dengan demikian, baik bagi pewaris yang akan menghadap kepada 

sang kholiq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan 

ahli warisnnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang 

seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.
82

 

Dalam hukum Islam membolehkan melaksanakan pembagian 

waris secara damai atau musyawarah sebagaimana dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat, 

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya”. Namun kenyataannya yang 
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terjadi di Desa Sindanglaya dalam proses pembagian waris sangat 

berbeda atau tidak sesuai dengan KHI Pasal 183 yang mana di Desa 

Sindanglaya dibagikan ketika orang tua masih hidup tanpa 

menyadari bagian masing-masing para ahli waris. Namun 

pembagian waris tersebut masih dipraktekan oleh masyarakat Desa 

Sindanglaya karena sudah menjadi adat kebiasaan yang dianggap 

memberikan kemaslahatan bersama dan karena kurangnya 

pemahaman tentang hukum waris Islam 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris 

Islam sangat beragam ada yang memahami betul tentang hukum 

waris Islam, ada yang hanya sekedar tahu dan ada juga yang 

benar-benar tidak tahu atau tidak paham tentang hukum waris 

Islam, tetapi lebih banyak masyarakat Desa Sindanglaya yang 

tidak paham tentang hukum waris Islam, adapun orang yang 

memahami betul tentang hukum waris seperti Kiai, Ustad, dan 

Tokoh Masyarakat Desa Sindanglaya yang telah mempelajari 

hukum waris di pondok pesantren. 

2. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya 

dilaksanakan ketika orang tua masih hidup dan dibagi secara 

rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan anak 

perempuan. Namun adapula orang tua yang langsung 

memberikan sebagian harta warisnya kepada anaknya yang 

sudah menikah terlebih dahulu yang dianggap sudah cakap 

dalam mengelolah barang atau benda yang di berikan 

kepadanya dan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah 

tangga, kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan 

pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka anak 

yang sudah menikah tersebut tidak dapat bagian warisan lagi 
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karena bagiannya sudah diberikan terlebih dahulu semasa orang 

tua (pewaris) masih hidup. 

3. Pembagian waris di Desa Sindanglaya tidak sesuai dengan 

hukum Islam, karena walaupun  dalam pembagiannya dilakukan 

dengan cara musyawarah, tetapi para ahli waris tersebut tidak 

menyadari bagiannya masing-masing dan dibagikan sebelum 

orang tua meninggal. 

B. Saran-saran  

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka 

penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam proses 

pembagian harta warisan tersebut, yaitu: 

1. Terkhusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, 

hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman 

tentang kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan 

yang terdapat dalam hukum waris Islam. selain itu warga juga 

dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum 

kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu faraidh dalam 

Islam. sebab sebagai orang muslim hendaknya dapat untuk 

mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum 

kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam.  

2. Dalam pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya 

musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar 

adil serta sebagaimana mestinya, agar tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan serta dapat diterima dengan kerelaan serta 

meniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris.  

3. Bagi masyarakat yang sudah memahami hukum Islam tentang 

Fara‟id hendaknya dapat diterapkan pada masyarakat setempat 
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agar pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan hukum 

Islam yang berlaku sehingga dapat dibagikan berdasarkan 

bagian masing-masing dan menghindari adanya perselisihan 

dalam pembagiannya 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Sindanglaya tentang 

Hukum Waris ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa 

Sindanglaya ? 

3. Apakah dalam proses pembagian waris secara adat atau 

kekeluargaan ini pernah terjadi persengketaan? 

4. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara 

adat ?  

5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau 

benda ? 

6. Bagaimana pandangan masyarakat desa sindanglaya sendiri 

mengenai pembagian warisan yang mereka terapkan selama ini 

? 

7. Apa yang bapak pahami dalam ilmu kewarisan ? 

Jawaban:  

1. Mengenai pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang 

hukum waris disini terbagi kedalam 3 kelompok, yaitu ada yang 

memahami, ada  yang kurang memahami atau sekedar tau dan 

ada juga yang benar-benar tidak tahu atau paham tentang 

hukum waris, adapun yang memahami yaitu rata-rata orang 

yang lulusan dari pondok pesantren, adapun yang kurang dan 

tidak memahami menegnai hukum waris yaitu masyarakat yang 

tidak pernah mengenyam pondok pesantren, mereka hanya 
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sekedar tau atau mendengar dari majlis ta‟lim ketika ikut 

pengajian yang biasa diadakan di desa Sindanglaya. 

2. Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Sindanglaya 

yaitu masyarakat disini hampir semua masyarakat disini 

menggunakan hukum adat atau hukum kekeluargaan yang tidak 

pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu 

yang memahami dan kurang memahami, karena masayarakat 

desa Sindanglaya ini masih kental terhadap adat sekitar. Jadi 

orang yang pahampun pasti akan tetap melaksanakan hukum 

waris secara adat, kenapa, karena kadang dalam anggota 

keluarganya tidak semua paham akan hukum waris. Dan 

mayoritas di sini membagikan harta warisannya sebelum orang 

tua meinggal. Jadi apabila ada salah satu anak mereka yang 

dudah besar atau sudah menikah harta warisan itu dibagikan.  

Mengenai biaya perawatan jenazah biasanya orang tua di sini 

suka menyisihkan tau tidak semua hartanya di bagikan semua 

kepada anak-anaknya jadi ada seberapa bidang tanah lagi yang 

nantinya buat biaya perawatn jenazah  ketika orang tua 

meninggal. 

3. Dalam proses pembagian waris secaar adat atau kekeluargaan 

pernah saja terjadi persengketaan apalagi melihat setiaap 

anggota keluarga tidak mempunyai watak yang sama, kadang 

ada yang memiliki watak yang sedikit rakus, jadi dalam hal ini 

wajar saja terjadi, akan tetapi meskipun pernah ada 

persengketaan atau perselisihan tidak sampai sejauh itu. Adapun 

jika terjadi perselisihan itu terjadi misalkan dalam proses 

pembagian warisan secara kekeluargaan ini cara 
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penyelesaiannya pertama, Dengan cara di musyawarahkan 

dengan tokoh masyarkat, tokoh adat, dan yang lebih berperan 

dalam kasus ini adalah sabah, sabah disini yaitu, saudara laki-

laki dari garis ayah, dan masyarakat di sini biasanya 

menyebutnya dengan sabah kuat, dan ada juga yang di sebut 

dengan sabah lemah yaitu saudara laki-laki dari garis ibu, akan 

tetapi yang lebih berperan di sini sabah dari garis ayah atau 

keluarga bapak. 

4. Kenapa masyarakat di dini lebih memilih hukum waris adat, 

karena selain udah adat kebiasaan yang turun temurun dari 

nenek moyang terdahulu, masyarakat di sini juga merasa lebih 

adil, dan tidak mau membedakan antara anak laki-laki dan 

perempuan, mereka sama semuanya anak, jadi tidak mau 

membedakan. 

5. Pembagian warisan yang terjadi di Desa Sindanglaya biasanya 

berupa benda, atau biasanya disini tidak pernah menominalkan 

harta warisan yang akan dibagi jadi tidak pernah berbentuk 

uang, harta warisan yang dibagikan di desa ini biasanya berupa 

tanah, sawah, kebun dan juga rumah, akan tetapi biasanya kalo 

rumah milik siapa yang terakhir tinggal bareng orang tuanya, 

dan itu rata-rata  anak bungsu.  

6. Pandangan masyarakat mengenai pembagian waris yang selama 

ini mereka terapkan sudah merasa adil, dengan tidak adanya 

perselisihan dianatara keluarga mereka sudah merasa puas dan 

nyaman. Yang penting ada kemaslahatan buat keluarga. 

7. Menurut KH.Arwani, sebagai pimpinan Pondok Pesantren 

Riyadul Ulum yang beralamat di Kp. Sindanglayung Desa 
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Sindanglaya Kecamatan Sobang Beliau mengartikan waris 

adalah harta peninggalan orang yang sudah mati yang harta itu 

dibagikan kepada ahli warisnya setelah dipotong hak-hak si 

mayyit itu seperti wasiat, hutang dan hak-hak lainnya. Adapun 

sifat hukum kewarisan sendiri menurut beliau jika sudah diakad 

sulukh (Akad Perdamaian) semua sudah setuju dan memenuhi 

syarat-syaratnya seperti adanya ikrar. Maka boleh menggunakan 

hukum yang disepakati. Akan tetapi apabila tidak tercapai akad 

Sulukh maka menggunakan hukum apa semestinya yang ada di 

mawaris Islam. karena Islam itu luwes tidak memaksa. 

Sedangkan pendapat Ust. Upang sebagai tokoh masyarakat 

kp.Cibeas Desa Sindanglaya. Beliau berpendapat waris itu dalah 

tirkah (tinggalan orang tua) sesudah meninggal yang dibagikan 

kepada ahli warisnya. Dan sifat hukum waris Islam itu sendiri 

menurut beliau tidak memaksakan, karena jika semua ahli waris 

itu ridho biridho, maka boleh menggunakan hukum rata. 

Sebagai dasarnya yaitu “hukum itu berkaisar pada alasan 

hukum tersebut”. Intinya bahwa semua hukum tergantung pada 

Illat, jika tidak adanya Illat maka hukum tidak berlaku. 

Sedangkan Pendapat Ust. Madsuni sebagai tokoh masyarakat 

Desa Sindanglaya, pendapatnya sama dengan KH. Arwani. 

Tetapi dalam hal sifat hukum waris itu sendiri berbeda menurut 

beliau hanya dalam pembagian harta waris menggunakan 

hukum Islam. Tetapi ketika tak menggunakan hukum Islam 

maka sifat hukum waris Islam itu hilang, berubah dengan 

hukum yang disepakati oleh semua ahli waris. 
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Pandangan bapak Amil Sarda mengatakan bahwa waris itu 

adalah tinggalan orang tua yang meninggal dunia yang 

dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang dan 

hak-hak lainnya. Sedangkan sifat dari hukum waris Islam itu 

sendiri adalah tidak memaksa karena kebiasaan  kalau 

menggunakan hukum Islam bisa menyebabkan perpecahan di 

dalam keluarga. Kecuali orang yang santri yang siap dengan 

hukum Islamnya. Makanya lebih baik di bagi rata saja dengan 

alasan menjaga kerukunan keluarga dengan kata lain ridho 

biridho lebih utama.  
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